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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (1) dan Pasal 

66D ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, 
telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 /2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas 
Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2009, dan 
berdasarkan ketentuan Pasal 66C ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2007, Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi 
penggunaan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN 3613) sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN 4755); UU 
No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN 5767). 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka 
presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 
DBH Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian 
dari Anggaran Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil 
cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. 
Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk mendanai program/kegiatan: 
b. paling banyak 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/ 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. 
Penggunaan DBH CHT untuk mendanai program/kegiatan disinkronisasikan 
dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana 
Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, DBH lainnya, dan Belanja Murni APBD. 
Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan DBH CHT untuk 
program/kegiatan dengan memperhatikan karakteristik daerah. 
Dalam rangka penggunaan DBH CHT, Kepala Daerah dapat membentuk 
sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT. 
 

 



CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau Dan SAnksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau sebagaimana telag diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan. 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2016 dan 

diundangkan pada tanggal 23 Februari 2016. 
  - Lampiran: 24 Halaman 
 


